SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH SYAR’TYAH TAKENGON
Nomor : W1-A3/8.A /KP.04.6/1/2017

TENTANG :
BENDAHARA PENGELUARAN

SEKRETARIS MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON

Menimbang : a Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta untuk menjamin kelancaran
tangung jawab terhadap pengurusan keuangan pada Mahkamah
Syar’iyah Takengon perlu j d P dan
Atasan [ g Atasan [ L‘ dahara P 1 :

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusa.n ini
dlpandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara
P 1 dan Atasan I Atasan [ B
Penge]uaran pada Mahkamah Syar’iyah Takengon ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4358);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung R.I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4359) ;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama;

8. Keputusan Presiden R.I Nomor 11 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam ;

9. Keputusan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 Tentang
Sekretariat MARI ;

10. Keputusan Presiden R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Kepaniteraan MARI ;



Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

11. Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I
Nomor ~ MA/Pansek/040/SK/I/2005 ~ Tentang  Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2005 dilingkungan Mahkamah Agung R.T ;

12. Qanun Provinsi Namggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun
2002 Tentang Peradilan Syari’at Islam ;

MEMUTUSKAN

Khami ER P 1

hentikan B a | lama yang namanya tertera
dalam kolom 2 serta juk Bendahara P 1 Baru yang
namanya tertera dalam kolom 4 pada instansi / satuan kerja
sebagaimana yang tersebut dalam kolom 6 Lampiran Surat
Keputusan ini ;

Kepada Bendahara Pengeluaran baru dan Atasan Langsung
Bendahara Pengeluaran baru agar segera memberikan specimen
tanda tangan dan parafnya kepada KPPN setempat ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya ;

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal :03 Januari 2017 M
04 R. Akhir 1438 H

Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Takengon

Mashuri, S. A /
Nip. 19750301 200112 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1
2
3
4.
5
6.

. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta;

. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I di Jakarta;

. Kepala Kantor Wilayah I Ditjen Perbendaharaan di Banda Aceh;

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh;

. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon di Takengon;

. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;



Daftar Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Takengon

Nomor  WI-A3/8.A /Kp.04.6/1/2017
Tanggal : 03 Januari 2017
No. Lama Baru Instansi / Satuan Kerja Keterangan
Nama / NIP Gol Nama / NIP Gol
i 2 3 3 5 3 i
1 Faisal Yulia sartika
19900804 200912 1001 19850709 201408 2 003 | '* Mahkamah Syar'iyah Takengon

.

aris Mahkamah Syar'iyah Takengon

ashi l.mmx» 4
NIP. 19750301




